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 Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab 
pertayaan bagaimana proses penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 
Lamongan dan bagaimana analisa hukum islam terhadap proses penetapan 
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan dengan perkara No. 
0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg. 
 Data penelitian dihimpun melalui pembaca dan kajian teks text reading 
dan selanjutnya di analisis dengan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif.   
 Hasil penelitian menyimpulkan proses penetapan permohonan 
dispensasi nikah dengan perkara No. 0055/Pdt.p/2012/PA.lmg, secara 
administrasi persyaratan pengajuan permohonan dispensasi nikah yang di 
ajaukan oleh pemohon ada yang kurang, dalam permohon dispensasi nikah yang 
diajukan pemohon, pemohon hanya mlampirkan persyaratan surat penolakan 
dari KUA, ijazah terahir dari anak pemohon dan kartu keluarga pemohon. 
Selain itu saksi yang dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan mempuyai 
hubungan darah dengan pemohon, dan keterangan saksi yang mempuyai 
hubungan darah dengan pemohon boleh diajukan dalam persidangan hanya 
perkara perceraian dengan alasan syiqaq, senada dengan bunyi pasal 76 ayat (1) 
Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan 
apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk 
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan keterangan saksi-
saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dan dalam 
pandagan Sadd al- Dzari’ah menyatakan melaksanakan pekerjaan yang semula 
mengandung kemaslahatan pada suatu kerusakan tidak boleh dilakukan, 
meskipun kemaslahtan itu untuk menikahkan anak pemohon.         
   
 Sejalan dengan penjelasan di atas, maka kepada Pengadilan Agama 
Lamongan disarankan: Pertama, dalam menerima permohonan dispensasi nikah 
seharusnya memperhatikan persyaratan administrasi dalam pemohonan 
dispensasi nikahyamg telah ditentukan, Kedua, mengenai alat bukti yang 
mempuyai hubungan darah dengan pemohon seharusnya tidak bisa didengar 
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A. Latar belakang Masalah 
Islam memandang suatu perkawinan dalam posisi yang sangat penting. 
Perkawinan merupakan sunnatula>h yang umum berlaku pada setiap makhluk 
tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.
1
 Allah Swt. Berfirman 
dalam Alquran: 
                                
 
Maha suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan 
semuanya, baik dari apa yanng ditumbuhkan di bumi dan dari diri 





Berdasarkan keterangan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah 
menciptakan segala sesuatu secara berpasan-pasangan. Langit berpasangan 
dengan bumi, siang dan malam, kanan dan kiri, baik dan buruk. begitu pula 
manusia, ada laki-laki dan perempuan. Berpasangan bagi manusia berarti 
menjalin hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. 




                                                          
1
 Sa’id Abdullah al Hamdani, Risalah nikah: Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka 
Amani,2002), 1. 
2
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjamahnya, (Bandung: CV. Diponegoro,2000), 353. 
3
 Sayyi Sabiq, figih Sunnah, Jus 2, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2006), 65. 


































Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya 
membentuk keluarga dengan lawan jenis dan dihalalkanya melakukan hubungan 
suami istri atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan” yang 
berasal dari kata nikah. Secara bahasa nikah mempuyai arti mengumpulkan, 
saling memasukkan, dan digunakan arti untuk bersetubuh (wati’). Kata nikah 
sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (coitus).4 Secara 
terminologis, kalangan ulama’ Syafi’iyyah merumuska pengertian perkawinan 
adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan 
kelamin antara laki-laki dangan perempuan dengan mengunakan lafadz  َحَكَن atau 
 َجَوَز.5 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 




Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah 
tercantumkan pengertian dari perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-
undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.”7 
                                                          
4
 Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana,2010),7. 
5
 Amir Syarifuddin, Hukum Pekawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan 
Undang-Undang  Perkawinan, (Jakarta: kencana,2006), 7. 
6
 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Permata Pres,2003),2. 
7
 R.subekti  dan R.Tjitrosudibio, Kitab undang-undang hukum perdata, (jakarta:PT. Pradnya 
pramita,2004),537. 


































Tujuan perkawinan adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah 
serta warahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling sayang-
menyayangi, saling cinta mencintai serta hormat-menghormati satu dengan 
yang lainya, saling pengertian serta saling memahami kepentingan kedua belah 
pihak. 
Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ru>m ayat 21 
                                  
             
 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnyapada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
8
(Q.S. al-Ru<m: 21) 
 
Dalam kehidupan terkadang banyak sekali cara untuk adanya ikatan 
perkawinan dengan cara-cara yang melanggar Undang-undang yang sudah 
diatur di Indonesia, terkadang itu terjadi dikarenakan tidak adanya persetujuan 
dari pihak keluarga atau hanya sekedar meluapkan nafsu syahwat saja atau hal-
hal yang menguntungkan salah satu pihak saja. Dan tidak mustahil dari sebuah 
ikatan perkawinan yang melanggar aturan Undang-undang di Indonesia itu di 
sahkan oleh Lembaga Pencatatan Nikah. 
Di Negara Indonesia, pelaksana perkawinan tidak hanya dinilai sah 
menurut agama saja, akan tetapi harus sesuai juga dengan hukum (aturan) yang 
berlaku di Indonesia. Dalam perspektif fiqih munakahat, sebuah pernikahan 
                                                          
8
 Kemenrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: SYGNA Publishing, 2011), 
406. 


































harus terpenuhi syarat dan rukun nikah, yang diantaranya rukun perkawinan itu 
harus terpenuhi 5 unsur, yaitu adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin 
perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.
9
 
Berdasarkan perundangan-undangan di Indonesia, syarat perkawinan itu 
ada dua macam, yaitu syarat materiil dan syarat formil.
10
 Salah satu syarat 
materiil adalah pembatasan umur calon mempelai. Dalam hukum islam batas 
umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya 
disebutkan bahwa baik pria maupun wanita yang hendak menikah adalah benar-
benar orang yang baliq (dewasa). 
Allah berfirman dalam surat al-Nisa’ ayat 6, yakni: 
                                      
                                       
                                      
  
Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. 
Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-




Dari pengertian tersebut, al-quran secara tersurat (tekstual) memang tidak 
menetapkan tentang umur nikah sebagai syarat nikah, tetapi secara tersirat 
(kontekstual) al-quran tidak menutup kemungkinan menetapkan usia 
perkawinan sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan. Satu hal yang 
ditekankan dalam al-Qur’an yaitu baliq. Sacara psikis atau mental, ciri utama 
                                                          
9
  Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat...,22. 
10
 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluarga di Indonesia, (Jakarta: 
Sinar Grafia,Cet,1,2006), 272. 
11
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjamahnya..., 77. 


































kebaliq-an seseorang adalah kecerdasan (rusy>d). Sedangkan dari segi fisik, 
kedewasaan seseorang ditandai dengan keluarnya air sperma (mani) bagi laki-
laki dan menstruasi (ha>id) bagi perempan.12 
Ketentuan yang ada dalam fiqih munakahat tentang batas usia nikah 
sebagai syarat perkawianan berbeda dengan aturan yang berlaku di Indonesia. 
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab II pasal 7 ayat 
(1) mengatur secara tegas tentang batas usia nikah. Pasal tersebut menjelaskan 
bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) 
tahun. 
Penetuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting. 
Keberadaan penentuan tersebut disebabkan karena perkawinan merupakan 
suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri yang didalamnya 
diperlukan kedewasaan baik dari segi biologis maupun psikologis. Batasan usia 
nikah yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan menunjukkan 
exepressip verbis atau langkah menerobosan hukum adat dan kebiasaan yang 
dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Di dalam adat masyarakat jawa 
misalnya, sering kali dijumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda 
usianya. Anak perempuan jawa seringkali dikawinkan meskipun umurnya masih 
kurang dari 15 tahun, walapun mereka belum diperkenalkan hidup bersama 
                                                          
12
 M. Ichwan Sam (et.al), Keputusan Ijtima’ Ulamah Komisi Fatwa se-Indonesia III, (Jakarta: 
Majelis Ulamah Indonesia,cet.1,2009),231. 






































Peraturan tentang batas usia nikah sangat sesusai dengan prinsip 
perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan calon istri harus telah 
matang jiwa dan raga. Tujuanya adalah untuk mewujutkan perkawinan yang 
kekal dan bahagia secara baik tampa berakhir dengan perceraian serta untuk 
mendapat keturunan yang baik dan sehat. 
Ungkapan Rahmat Djatnika yang dikutip oleh Dedi Supriyadi menyatakan 
bahwa secara metodologis, langkah penentuan usia perkawinan didasarkan 
kepada metode mas{lahah mursalah. Namun demikian, karena sifatnya yang 
ijtihadi (kebenaran relatif), ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, 
apabila karena sesuatu atau lain hal, perkawinan dari mereka yang usianya 
dibawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, Undang-undang 
tetep membari jalan keluar.
14
 
Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan 
menjelaskan bahwa dalam hal adanya penyimpangan batas umur perkawinan 
sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1, maka dapat dimintakan dispensasi 
nikah kepada Pengadilan. Adapun pelaksaan ketentuan yang mengatur tentang 
pemberian dispensasi nikah terhadap anak yag belum cukup umur untuk 
melaksanakan perkawinan juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 
                                                          
13
 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigal, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Study Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Figh, UU No. 1/1974 samapi KHI, (Jakarta: Kencana,2006), 
70. 
14
 Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bangdung: 
Pustaka Al-Fikris, Cet.1, 2009), 51. 


































Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah pasal 13 yaitu “apabila 
seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum 
mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat 
dispensasi dari Pengadilan Agama dan permohonan dispensasi nikah bagi 
mereka harus diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya”.15 
Sebagaimana ketentuan perundang-undangan diatas, mereka yang masih 
dibawah usia 19 tahun bagi pria dan dibawah 16 tahun bagi perempuan dan 
ingin melaksanakan pernikahan dapat mengajukan permohonan dispensasi 
nikah kepada Pengadilan Agama. Dalam Undang-undang tidak dijelaskan 
tentang alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan argumen untuk bisa 
mengajukan dispensasi nikah, seinggga dari beragam alasan diajukannya 
dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara tergantung 
pada penilaian atau pengetahuan hakim yang memeriksa perkara tersebut.
16
 
Ketentuan dalam Undang-undang perkawinan maupun peraturan 
pelaksanaannya tidak memberikan alasan secara terperinci dalam mengabulkan 
atau menolak dispensasi nikah. Artinya, alasan-alasan untuk mengabulkandan 
menolak didasarkan atas penilaian hakim. Sedangkan hakim dalam menetapkan 
atau memutuskan suatu perkara terikat dengan peraturan perudang-undangan, 
sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama pasa 62 ayat (1) yaitu: Segala penetapan dan putusan 
                                                          
15
 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta,2010),382. 
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 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
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Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga 
memuat pasal-pasal terterntu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau 
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Lamongan  mengabulkan 
terhadap perkara dispensasi nikah dengan perkara No. 0055/pdt.p/2012/PA.lmg. 
untuk menelusuri apa yang menjadi pertimbangan  Majelis hakim dalam 
mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan landasan hukum yang 
digunakan dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam permohonan tersebut, 
penulis memilih judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim 
Pengadilan Agama Lamongan No. 0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg. Tentang 
Diterimanya Dispensasi Nikah”. 
 
B. Indentifikasi dan Batasan Masalah  
1. Identifikasi Masalah 
Latar masalah yang telah diuraikan diatas menunjukkan terdapat 
beberapa indentifikasi masalah dalam skripsi yang berjudul “ Analisis 
Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lamongan 
No. 0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg. Tentang Diterimanya Dispensasi Nikah”. 
Sebagai berikut 
a. Usia nikah dalam hukum positif di Indonesia. 
b. Faktor penyebab terjadinya izin dispensasi nikah. 
c. Alasan yang digunakan dalam permohonan dispensasi nikah. 
d. Penetapan Pengadilan Agama Lamongan terhadap dispensasi nikah. 


































e. Proses permohonan penetapan dispensasi nikah. 
f. Analisis hukum islam terhadap Proses permohonan penetapan 
dispensasi nikah. 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi 
masalah pada pokok batasan, yakni 
a. Proses penetapan permohonan dispensasi nikah. 
b. Analisis hukum islam terhadap proses penetapan permohonan 
dispensasi nikah. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berpijak dari batasan masalah diatas, agar lebih terarah, penulis 
merumuskan dengan bentuk-bentuk pertayaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 
Lamongan dengan perkara No. 0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg ? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap proses penetapan dispensasi 
nikah di Pengadilan Agama Lamongan dengan perkara No. 
0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang 
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti seingga terlihat 


































jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakam pengulangan atau 
duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.
17
 
Penelitian mengenai perkara dispensasi nikah nikah yang terdapat dalam 
putusan Pengadilan Agama telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian 
sebelumnya. Adapun berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh 
peneliti di Perpustaakn UIN Sunan Ampel, terdapat beberapa judul skripsi yang 
berkaitan dengan perkara permohonan dispensasi nikah diantaranya adalah: 
1. Penelitian Ary Ardila (2012) yang berjudul “Analisis yuridis terhadap 
penolakan Dispensasi Nikah bagi pasangan Nikah sirri dibawah umur 
dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 
032/Pdt.P/2011/PA.Krs”.18 skripsi ini membahas tentang dispensasi nikah 
terhadap pria dibawah umur yang sudah menikah secara sirri dengan 
seorang perempuan yang sudah hamil lima bulan. Pasangan ini mengajukan 
dispensasi nikah adalah agar tidak kesulitan untuk mendapatkan akta nikah 
dan akta lahir untu anaknya kelak. akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim 
menolak permohonan dispensasi tersebut dan menganjurkan kepada anak 
pemohon untuk mengajukan permohonan isbad nikah. 
2. Penelitiian Dwi Siswanto (2016) yang berjudul “Dinamika dalil hukum 
hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 
                                                          
17
 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 
(Surabaya,2016), 8. 
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Nganjuk Nomor: 0002/Pdt.P/2015/PA.Ngj”.19 Dalam Skripsi ini membahas 
terhadap dinamika dalil hukum hakim dalam penetapan permohonan 
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk. Dalam pertimbangan salah 
satu majelis hakim mengunakan metode mas{lahah Mursalah meskipun yang 
pria belum cukup umur 19 tahun. Dalam pandagan Majelis hakim yang lain 
mengacu pada yuridisnya (hukumnya) dalam hal ini Undang-undang No,1 
tahun 1974 tentang Pekawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam 
pengambilan dasar hukumya. 
3. Penelitian Eka Nor Hayati Yunia (2015)  yang berjudul “ Analisis hukum 
islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 
0187/Pdt.p/2014/ PA.Bl. Tentang penolakan permohonan dispensasi 
perkawinan pada perkawinan anak di luar nikah.
20
 Skripsi ini membahas 
tentang penolakan permohonan dispensasi perkawinan pada perkawinan 
anak di luar nikah yang mana anak pemohon masih berumur masih umur 14 
tahun, sedangkan calon suaminya pemohon masih berumur 17 tahun dan itu 
yang menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam menolak 
penetapan pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah untuk anaknya 
pemohon.  
Semua penelitian diatas berkaitan dengan dispensasi nikah, tetapi yang 
membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 
                                                          
19
 Dwi Siswanto “ Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi 
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dibahas dalam skripsi ini adalah dispensasi nikah yang diajukan oleh 
pemohon di Pengadilan Agama Lamongan telah terjadi sebuah pernikahan 
sirri dalam proses persidangan yang berlansung dan itulah yang menjadi 
bagian pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, dan 
dalam penelitian ini belum ada yang meneliti atau mengkaji sebelumnya.    
 
E. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempuyai tujuan 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui proses penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 
Lamongan dengan perkara No. 0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg. 
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang proses penetapan 
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan dengan perkara No. 
0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg. 
 
F. Kegunaan Penelitian  
Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah atau 
kemamfaatan, baik bagi  para pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik 
secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang 
di lakukan ini dapat di tinjau dari dua aspek, yaitu : 
1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memperluas cakrawala keilmuan serta memperkaya ilmu pengetahuan 


































dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat 
dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.. 
2. Aspek terapan (praktis), hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan bagi para hakim dalam memutus suatu perkara 
yang ditanganinya. Terutama perkara dispensasi nikah, dan bagi mahasiswa 
Hukum Keluarga Islam dapat menerapkan dalam profesinya sebagai hakim 
maupun sebagai praktisi hukum. 
 
G. Defisini Operasional 
Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis mendefinisikan 
beberapa istilah, diantarannya: 
1. Hukum Islam adalah aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang 
dibawah oleh seorang Nabi Muhammad Saw, yang bersumber dari Alquran, 
Hadis, dan Ijtihad ulama’. Hukum Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah 
Sadd al-Dzari’ah ialah menolak sesuatu yang boleh Jaiz agar tidak 
mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang Mamnu’. 
2. Penetapan Pengadilan adalah putusan yang di keluarkan oleh seorang hakim 
Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus permohonan dispensasi nikah 







































H. Metode Penelitian  
1. Data yang diperoleh  
Dalam melaksanakan penelitian ini, dikumpulkan data yang sesuai 
dengan kebutuhan dalam menjawab permasalah yaitu: 
a. Data tentang penetapan hakim Pengadilan Agama lamongan dalam 
memutus permohonan perkara No.0055/Pdt.p/2012/PA.Lmg. tentang 
diterimanya dispensasi nikah. 
b. Salinan berita acara pemeriksaan (BAP) permohonan dispensasi nikah. 
c. Data persyaratan permohonan dispensasi nikah. 
2. Sumber Data 
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek 
dari mana dapat diperoleh.
21
 Berdasarkan data yang akan dihimpun 
diatas, maka yang menjadi sumber dalam penelitian adalah: 
a. Sumber Primer 
Sumber primer adalah sumber yang diperoleh atau dikumpulkan 




Sumber primer dalam penelitian ini adalah: 
1) Salinan penetapan Pengadilan Agama Lamongan tentang dispensasi 
nikah dengan perkara No. 0055/pdt.p/2012/PA.Lmg.  
2) Salinan berita acara pemeriksaan (BAP) permohonan dispensasi nikah. 
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Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet. 14, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta,2010),172. 
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 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum,(Surabaya: Hilil Pustaka, 2013), 93. 


































3) Data persyaratan permohonan dispensasi nikah. 
b. Sumber Sekunder 
Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh atau dikumpulkan 
oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 
ada baik perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahul.
23
 
Dalam hal ini, data-data pendukung berasal dari buku-buku 
maupun literatur lain, meliputi:. 
1) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974. 
2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
3) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
4) Buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
 Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
melalui data tertulis, dengan mengunakan “content analysis”.24 Dalam 
hal ini dokumentasi dilakukan dengan telaah dan mengutip isi berkas 
putusan hakim yang mengadili perkara tersebut dan buku-buku yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
4. Teknik Pengolahan Data 
Untuk mensistematikan data yang telah dikumpulkan dan 
mempermudah penelitian dalam melakukan anailisis data, maka peneliti 
mengelolah data tersebut memalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang 
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a. Editing, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik 
ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa dan mengecek data yang 
diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaiki apabila 
masih ada hal-hal yang salah. 
b. Coding, yaitu pemberian kode dan pengkatagorian data. Peneliti 
mengunakan teknik ini untuk mengkatagorikan sumber data yang 
sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan 
penelitian ini. 
c. Organizin, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber 
data. Melalui teknik ini. Peneliti mengelompokkan data-data yang 
telah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah 
direncanakan sebelumnya. 
5. Teknik Analisis Data 
Konsep dasar adanya analisa data adalah proses mengatur urutan-
urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan 
satuan uraian data.
26
 Untuk mengatahui konsep dasar analisis data ini 
peneliti melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni secara 
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mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian seingga 
tidak ada yang terlupakan.
27
 
Setelah data yang berkaitan dengan penetapan Pengadilan Agama 
Lamongan No. 0055/Pdt.p/2012/PA.Lmg. tekumpul, maka penulis 
menganalisis data tersebut dengan mengunakan metode deskriptif, yaitu 
metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian 
dalam penelitian ini, medote tersebut digunakan untuk mendeskripsikan 
penetapan Pengadilan Agama Lamongan yang mengabulakn permohonan 
dispensasi nikah. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi 
atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan 




Kemudian data tersebut diola dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, 
yakni bermula dari hal-hal yag bersifat umum yaitu peraturan perundang- 
undangan yang menjelaskan tentang perkawinan, khususnya dalam hal 
dispensasi nikah. Selanjutnya konsep dasar itu digunakan untuk 
menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu proses diterimanya 
permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan dengan 
perkara No. 0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg. dan akhirnya ditarik sebuah 
kesimpulan. 
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I. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan 
dan pemahaman. Olah karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada 
tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, seingga pembaca dapat dengan 
mudah memahaminya. Adapun sistematika penulisan ini adalah: 
Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakanng masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian 
(meliputu data yang dikumpukan, sumber data, teknik pengumpulan data, 
teknik pengelolahan data dan teknik analisa data) serta yang terahir sistematika 
pembahasan. 
Bab kedua adalah hukum acara dalam perpesktif Sadd al-Dzari’ah dan 
konsep perkawinan , yang meliputi pengertian Sadd al-Dzari’ah, dasar hukum 
Sadd al-Dzari’ah, kehujjahan Sadd al-Dzari’ah, macam-macam Sadd al-
Dzari’ah, medote penemuan Sadd al-Dzari’ah, sikap para ulama’ tantang Sadd 
al-Dzari’ah, dan pengetian perkawinan, syarat dan rukunperkawinan, batas usia 
perkawinan dalam peraturan perundang-undangan diIndonesia,  
Bab ketiga adalah deskripsi dispensasi nikah di Pengadilan Agama 
Lamongan dengan ketetapan No. Perkara 0055/Pdt.p/2012/PA.Lmg. yang 
meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Lamongan (sejarah, 
wilayah yuridiksi, kompetensi, serta struktur Pengadilan), deskripsi perkara  
penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan dan pertimbangan 
serta dasar hukum Majelis hakim dalam penetapkan perkara tersebut. 


































Bab keempat adalah analisis penetapan hakim Pengadilan Agama 
Lamongan No. 0055/Pdt.p/2012/PA.Lmg. tentang diterimanya dispensasi nikah. 
Bab ini mengemukakan analisis tentang proses penetapan dispensasi nikah di 
Pengadilan Agama Lamongan dengan perkara No. 0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg. 
serta analisis analisis hukum islam terhadap proses penetapan dispensasi nikah 
di Pengadilan Agama Lamongan dengan perkara No. 0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg  
Bab kelima yang merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang memuat 



















































HUKUM ACARA  SADD Al-DZARI’AH DAN KONSEP PERKAWINAN  
 
A. Hukum Acara  Sadd al-Dzari’ah 
1. Pengertian Sadd al-Dzari’ah 
Secara etimologi Sadd al-Dzari’ah (ةعيرذلادس) terdiri dari dua unsur kata, 
yaitu kata sadd (دس) yang berarti menutup atau menyumbat, sedangkan kata 
al-Dzari’ah (ةعيرذلا) jamaknya (عئارذلا) berarti jalan atau al-wasilah yaitu 
penghubung yang menghubungkan kepada sesuatu baik sifatnya positif 
maupun negatif.29 Namun, makna al-Dzari’ah yang terahir ini dalam 
pandagan Ibnu al-Qayyim Aj-Jauziyah sebagaimana diungkap Nasrun 
Harun tidak tepat karena al-Dzari’ah tidak hanya terbatas untuk sesuatu 
yang dilarang, tetapi meliputi sesuatu yang membawa pada yang dianjurkan. 
Dengan demikian makna al-Dzari’ah mengandung dua pengertian yaitu 
yang dilarang disebutdengan Saddal-Dzari’ah dan yang diperintahkan 
dilaksanakan disebut Fathal-Dzari’ah.30 
Secara termonologi bahwa yang dimaksud Sadd al-Dzari’ah ialah 
menutup jalan ataumencegah hal-hal yang bisa membawa atau 
menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain sesuatu baik yang 
berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa 
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kepada kemudharatan hendaklah diubah atau dilarang.31 Adapun yang 
dimaksud dengan Fathal-Dzari’ah, yaitu menganjurkan media atau jalan 
yang menyampaikan pada sesuatu yang dapat menimbulkan al-maslahah 
(mamfaat/kebaikan), jika ia akan menghasilkan kebaikan.32 
Dalam kajian ushul fiqh dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, Sadd al-
Dzari’ah ialah menutup jalan yang membawa kebinasaan atau kejahatan.33 
Dijelaskan dalam literatur yang lain bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat 
menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram, sebaliknya bila sesuatu itu 
menyangkut terhadap hal mubah maka hukumnya boleh.34Menurut asy-
Syaukani, al-Dzari’ah adalah masalah atau perkara yang pada dasarnya 
dibolehkan namunakan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.35 
Saddal-Dzari’ah menurut Imam Asy-Syatibi adalah melaksanakan 
sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada 
suatu kerusakan (kemafsadatan). Dan Imam Asy-Syatibi membagi 
perbuatan yang dilarang menjadi tiga bagian  
a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan  
b. Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan 
                                                          
31 Romli, Pengangtar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam.., 222 
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c. Perbuatan yang dibolehkan oleh syara’ mengandung lebih banyak unsur 
kemafsadatannya.36 
Menurut Yahya dan Fatchurrahman, Sadd al-Dzari’ah adalah 
menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.37 Dari 
berbagai pandangan diatas, bisa dipahami bahwa Sadd al-
Dzari’ah adalah menetapkan larangan atas suatu perbuatan tertentu 
yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya 
perbuatan lain yang dilarang. 
 
2. Dasar Hukum Sadd al-Dzaria’ah 
Adapun dasar hukum Sadd al-Dzari’ah  bersumber dari dalil Alquran, 
hadis, kidah fikih dan logika, didalam Alquran dasar hukum al-Dzari’ah 
terdapat dalam surah al-An’am ayat 108 sebagai berikut: 
                            
                                
 
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 
sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah 
dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami 
jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian 
kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan 




Pada ayat diatas, mencaci maki Tuhan atau sembahan agama lain 
adalah al-Dzari’ah yang akan menimbulkan adanya suatu mafsadah yang 
                                                          
36 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999),132, 
37 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh 
Islami, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), 347. 
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dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesusai dengan teori psikologis 
mechanism defense, orang yang Tuhanya dicaci maki kemungkinan akan 
membalas mencaci maki Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya 
mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka 
larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif 
(Sadd al-dzari’ah).  
Dalam surah al-Baqarah ayat 104  juga menyebutkan bahwa:  
 
                              
     
Haiorang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan 
(kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: 
"Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang 




Pada surat al Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu 
bentuk pelanggaran terhadap sesuatu perbuatan karena adanya 
kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata Raa 'ina 
berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Dikala para sahabat 
menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudipun memakai kata 
Ini dengan digumam seakan-akan menyebut Raa'ina padahal yang mereka 
katakan ialah Ru'uunah yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan 
kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-
sahabat menukar perkataan Raa'ina dengan Unzhurna yang juga sama 
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artinya dengan Raa'ina. Dari latar belakang dan pengalaman demikian, ayat 
ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari Sadd al-Dzari’ah.40 
Selain dalil alqur’an, Sadd al-Dzari’ah juga didukung hadist Nabi Saw 
yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:    
 
 َِبَْكَأ  ْنِم هنِإ َمهلَسَو ِوْيَلَع ُالله ىهلَص ِالله ُلوُسَر َلَاق َلَاق اَمُه ْ نَع ُالله َيِضَر ٍورْمَع ِنْب ِهللَّا ِدْبَع ْنَع
 ُُ ُُ هررا   بُسَي َلَاق ِوْيَدِراَو ُُ ُُ هررا ُنَعْل َي َفْيََكو ِالله َلوُسَر َيَ َُ يِق ِوْيَدِراَو ُُ ُُ هررا َنَعْل َي ْنَأ ِِرئاَبَكْرا
 ُوهُمأ  بُسَيَو ُهَبََأ  بُسَي َف ُِ ُُ هررا َبَأ 
  
Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: 
“Termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua 
orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya 
seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, 
“Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang 
yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua 
lelaki tersebut.”41 
 
Dampak dari perbuatan seseorang mencaci maki orang tua orang lain 
seolah-olah melaknat orang tua sendiri, seingga menjadi dosa besar. 
Menghindari perbuatan tersebut adalah bagian dari Sadd al-Dzari’ah. Dan 
para sehabat sepakat terkait hukuman qishash dijatuhkan pada sejumlah 
orang, karena mereka membunuh seseorang, meskipun hal itu tidak 
seimbang, sebagai Sadd al-Dzari’ah. banyak dalil lain dari Sunnah yang 
menunjukkan pemberlakuan prinsip Sadd al-Dzari’ah pada ketenutuan 
hukum syara’, seperti larangan memadu antara seseorang wanita dengan 
                                                          
40 Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2016), 134 
41 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju’fi, al-Jâmi’ ash-Shahỉh al-Mukhtashar 
juz V, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987),  228. 


































seorang ibunya atau ayahnya, dan larangan berlebihan dalam melakukan 
ibadah.42 
Adapun kaedah fiqihnya yang bisa dijadikan dasar penggunaan Sadd al-
Dzari’ah adalah kaedah fikih yang berbunyi:  
 ِحِراَصَمْرا ِبْل َُ  ْنِم َلَْوَأ ِدِساَفَمْرا ُءْرَد 
Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih 
kebaikan (mashlahah).43 
 
Kaedah ini merupakan kaedah asasi yang bisa mencakup masalah-
masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaedah lain juga bersandar pada 
kaedah ini. Karena itulah Sadd al-Dzari’ah pun bisa disandarkan kepadanya. 
Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam Sadd al-Dzari’ah terdapat unsur 
mafsadah yang harus dihindari. Secara logika, ketika seseorang 
membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala 
hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika 
seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala 
hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada 
dengan ungkapan Ibnu al-Qayyim dalam kitab A’lâm al-Mûwâqi’în “Ketika 
Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah 
segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya”. Hal itu 
untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah 
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43 Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybâh wa an-Nazhâir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt),176. 


































membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak 
belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.44 
 
3. Kehujjahan Sadd al-Dzari’ah 
Di kalangan ulama’ ushul terjadi perbedaan pendapat dalam 
menetapkan kehujjahan Sadd al-Dzari’ah sebagai dalil shara’. Kalangan 
Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahan sebagai salah satu 
dalil shara’, dengan mengacu pada firman Allah dalam alquran surat Al-
An’am ayat 108 sebagai berikut: 
                            
                                
 
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 
sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah 
dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami 
jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian 
kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan 




Ayat ini melarang orang Islam mencaci dan menghina sembahan 
orang-orang musyrik karena dikhawatirkan mereka membalas dengan 
mencaci dan menghina Allah. Larangan mencaci sembahan prang musyrik 
adalah Sadd al-Dzari’ah (menutup jalan) agar mereka tidak mencaci dan 
menghina Allah. 
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Banyak nash lain yang senada dengan maksud yang dikandung ayat ini, 
diantaranya hadist Nabi Saw, melarang kepada orang yang mempiutangkan 
hartanya menerima hadiah dari orang yang berhutang umtuk 
menghindarkan terjerumusnya dalam praktik riba. Mengambil hadiah 
tersebut sebagai ganti atas kelebihan. Dalam kasus ini, Nabi Saw, melarang 
memberi harta warisan kepada anak yang membunuh bapaknya. Larangan 
ini penting untuk mencegah terjadinya pembunuhan orang tua oleh anak-
anak dengan alasan agar segera memperoleh harta warisan. 
Dari beberapa nash yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa 
Islam melarang sesuatu perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang 
dilarang, meskipun semulanya perbuatan itu diperbolehkan.
46
 
Disebutkan dalam sebuah hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al-
Bukhori sebagai berikut:    
 
 َِبَْكَأ ْنِم هنِإ َمهلَسَو ِوْيَلَع ُالله ىهلَص ِالله ُلوُسَر َلَاق َلَاق اَمُه ْ نَع ُالله َيِضَر ٍورْمَع ِنْب ِهللَّا ِدْبَع ْنَع
 ُُ ُُ هررا  ب ُسَي َلَاق ِوْيَدِراَو ُُ ُُ هررا ُنَعْل َي َفْيََكو ِالله َلوُسَر َيَ َُ يِق ِوْيَدِراَو ُُ ُُ هررا َنَعْل َي ْنَأ ِِرئاَبَكْرا
 ُوهُمأ  بُسَيَو ُهَبََأ  بُسَي َف ُِ ُُ هررا َبَأ 
 
Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: 
“Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang 
tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang 
lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang 
lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu 
pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”47 
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Kalangan Hanafiyah, Syafi’iyah dan Syi’ah dapat menerima Sadd al-
Dzari’ah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam 
masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi’i menerima apabila dalam 
keadaan udzur, misal orang sakit dibolehkan meninggalkan solat jum’at dan 
boleh mengantikanya dengan solat dzuhur. Namun, solat dzuhurnya harus 
dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan solat 
jum’at. Menurut Husain Hamid, salah seorang guru besar Ushul Fiqh 
Fakultas Hukum Universitas  Kairo, kalangan Hanafiyah dan Syafi’iyah 
menerima Sadd al-Dzari’ah apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-
benar akan terjadi atau sekurang-kurangya kemungkinan besar (galabah 
adz-zhann) akan terjadi.48 
Kalangan Hanafiyah pun menolak pengakuan orang yang dalam 
keadaan mardh al-maut (sakit yang membawa seseorang kepada kematian), 
karena diduga pengakuannya akan mengakibatkan pemabatan terhadap hak 
orang lain dalam menerima warisan. Umpamanya pengakuan orang yang 
dalam keadaan mardh al-maut tentang hutangya kepada orang lain yang 
meliputi seluruh atau sebagian hartanya. Menurut kalangan Hanafiyah 
pengakuan ini hanya akan membatalkan hak ahli waris terhadap harta 
tersebut.49 
Dalam memadang al-Dzari’ah, ada dua sisi yang dikemukakan oleh 
para ulama’ ushul:50 
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1. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seorang laki-
laki yang menikah dengan seorang perempuan yang sudah ditalak tiga 
oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada 
suami yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak 
dibenarkan oleh syara’ 
2. Dari segi dampak (akibat), misalnya, seorang muslim mencaci maki 
sesembahan orang, seingga orang musryik tersebut akan mencaci maki 
Allah. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu dilarang. 
Perbedaan pendapat antara Syafi’iyah dan Hanafiyah disatu pihak 
dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan 
Sadd al-Dzari’ah adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut kalangan 
Syafi’iyah da Hanafiyah dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad 
yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika memenuhi syarat dan 
rukun, maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat 
diserahkan kepada Allah swt. Menurut mereka selama tidak ada indikasi-
indikasi yang menunjukkan niat diri prilaku maka berlaku kaidah. 
Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan hak Allah adalah niat. 
Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafadnya. 
Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari 
beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah yang menjadi patokan 
dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafad yang 
dibentuk formal (ucapan)” 


































Sedangkan menurut kalangan Malikiyah dan Hanabilah, yang 
menjadi niat adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai 
dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan 
semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya 
sesusai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi 
ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui 
niat seseorang hanyalah Allah saja. Apabila ada indikator yang 
menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan hukum 
shara’, maka akadnya sah. Namun apabila niatnya bertentangan dengan 
shara’, maka perbuatannya dianggap fasik (rusak), namun tidak ada efek 
hukmnya. 
 
4. Macam- macam al-Dzari’ah 
Para ulama’ membagi al-Dzari’ah berdasarkan dua segi, segi kualitas 
kemafsadatanya dan segi jenis kemafsadatan 
1. al-Dzari’ah Dari Segi Kualitas Kemafsadatan 
Menurut Imam Asy-Syatibi dan Wahbah al-Zuhaili dari segi ini al-
Dzari’ah terbagi dalam empat macam:51 
a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. 
Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, 
yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia 
dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja. 
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b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, 
misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung 
kemafsadatan 
c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa 
kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang mungkin akan 
digunakan untuk membunuh 
d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung 
kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti baiy 
al-ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena 
tidak kontan). Misalnya: A membeli kendaraan dari B secara kredit 
seharga 20 juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada 
B seharga 10 juta secara tunai, seingga seakan-akan A menjual barang 
fiktif, sementara B tinggal nunggu sisa kreditan kendaraan tersebut, 
meskipun kendaraannya telah menjadi miliknya kembali. Jual beli seperti 
ini cenderung pada riba. 
Menurut Wahbah al-Zuhaili jual beli dalam kasus baiy al-ajal diatas 
dilarang jika kelihatan tanda-tanda bahwa mereka berniat untuk melakukan 
riba.52 
Sementara menurut kalangan Malikiyah dan Hanabilah jual beli baiy 
al-ajal adalah jual beli yang dilarang. Alasan yang gunakan oleh mereka 
sebagai berikut:53 
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1) Dalam baiy al-ajal perlu diperhatikan tujuannya atau akbiat yang 
membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur meskipun 
sifatnya sebatas praduga yang berat (galabah azh-zhann), karena syara’ 
banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, di 
samping perlunya sikap hati-hati (ihtiyat). Dengan demikian, suatu 
perbuatan yang diduga akan membawa pada kemafsadatan bisa 
dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatn, seperti baiy al-ajal 
berdasarkan kaidah: 
 ِحِراَصَمْرا ِبْل َُ  ىَلَع ٌم هدَقُم ِدِساَفَمْرا ُعْفَد 
“Menolak kerusakan harus diutamakan dari mendapatkan 
kemaslahatan” 
 
2) Dalam persoalan baiy al-ajal terdapat dua dasar yang bertentangan, 
antara sahnya jual beli karena ada syarat dan rukun dengan menjaga 
seseorang dari kemadharatan. Dalam hal ini kalangan Malikiyah dan 
Hanabilah lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari 
kemadharatan, karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa 
kemafsadatan 
3) Dalam nash banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang 
pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari kemafsadatan 
seingga dilarang, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan 
Muslim bahwa laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan 
muhrim dan wanita dilarang berpergian  lebih tiga hari tampa muhrim 
atau mahramnya.  


































Sedangkan menurut Hanafiyah jual beli seperti itu juga fasik 
(rusak) namun bukan atas dasar sadd al-Dzari’ah, tetapi atas dasar 
bahwa pihak penjual dalam contoh di atas tidak sah membeli kemabali 
barang yang telah dijualnya tersebut sebelum pihak pembeli melunasi 
harganya. 
Adapun kalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu 
hukumnya sah. Alasanya diantaranya, bahwa dalam sebuah akad yang 
menjadi ukuran sahnya adalah syarat dan rukunya. Selama syarat dan 
rukunya terpenuhi, maka jual beli dianggap sah. Adapun kemungkinan 
tujuan tersembunyi di balik yang lahiriyah dari kedua belak pihak, 
karena tidak dapat dipastikan tidak berpengaruh kepada sahnya akad 
jual beli.54 
2. al-Dzari’ah Dari Segi Kemafsadatan Yang Ditimbulka  
Menurut Ibnu al-Qayyim Aj-Jauziyah, pembagian dari segi tersebut 
antara lain sebagai berikut:55 
a. Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum 
minuman keras yang akan mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk 
adalah perbuatan yang mafsadat. 
b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi 
dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik yang 
disengaja maupun yang tidak disengaja, seperti seorang laki-laki 
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menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa 
kembali pada suaminya yang pertama (nikah at-tahlil) 
 Menurut  Ibnu al-Qayyim, kedua bagian diatas terbagi lagi dalam:56 
1) Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsadatan-Nya 
2) Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat dari pada kemaslahatannya 
 Kedua pembagian inipun, menurutnya dibagi lagi menjadi empat 
bentuk:57 
a) Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat, seperti minum arak, 
perbuatan ini dilarang oleh syara’. 
b) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi 
dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik 
disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi 
perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa 
kembali pada suaminya yang pertama (nikah al-tahlil). 
c) Perbuatan yang hukumya boleh dan melakukanya tidak bertujuan 
untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi berakibat timbulnya 
suatu kemafsadatan, seperti mencaci maki persembahan orang 
musyrik juga akan mencaci maki Allah. 
d)  Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya 
menyebabkan kemafsadatan, seperti melihat wanita yang dipinang. 
Menurut Ibnu al-Qayyim, kemaslahatannya kebih besar, maka 
hukumya bolehkan sesuai kebutuhan. 







































Menurut Abdul Karim Zaidan perbuatan-perbuatan yang 
menjadi wasilah terhadap timbulnya perbuatan yang diharamkan 
terbagi mejadi dua macam:58 
(1) Suatu perbuatan yang haram bukan karena kedudukanya sebagai 
wasilah bagi sesuatu yang haram, tetapi esensi perbuatan 
tersebut yang haram. Karena keharaman perbuatan itu bukan 
terkait dengan Saad al-Dzari’ah 
(2) Sesuatu perbuatan yang mulanya secara esensial hukumnya 
mubah, tetapi perbuatan itu berpeluan untuk dijadikan sebagai 
wasilah melahirkan perbuatan haram. 
 
5. Metode Penentuan al-Dzari’ah 
Dijelaskan dalam literarur lain bahwa al-dzari’ah dapat  ditinjau dari 
dua segi, yaitu:59 
1. Ditinjau dari segi al- ba’its (motif pelaku) 
Al- ba’its adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan 
sesuatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang 
dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang 
terlarang (haram). Seperti contoh, sebelum tiba waktu haul (satu tahun), 
seseorang yang wajib berzakat, karena telah memiliki nishab, 
menghibahkan sebagian hartanya kepada anaknya, dengan tujuan agar 
hartanya berkurang, seingga ia terhindar dari kewajiban zakat. Pada 
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dasarnya menghibahkan harta kepada anak atau orang lain dianjurkan 
oleh syara’. Tetapi tujuanya adalah untuk menghindarkan yang wajib 
(membayar zakat), maka perbuatan tersebut dilarang. Sebab, hibah yang 
hukumya sunnah mengugurkan zakat yang hukumnya wajib. 
2. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tampa 
meninjaunya dari segi motif dan niat pelakunya 
Tinjauan yang kedua ini, difokuskan pada segi mashalahah dan 
mafsadat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang 
ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemashalatan, maka 
perbuatan tersebut diperintahkan, sesusai dengan kadar kemaslahatanya 
(wajib atau sunnah). Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut 
membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai 
dengan kadarnya pula (haram atau makruh). Sebagai contoh, seseorang 
mencaci maki berhala-berhala orang musyrik sebagai bukti keimananya 
kepada Allah dan dengan niat ibadah. Akan tetapi, perbuatan tersebut 
mengakibatkan tindakan balasan dalam bentuk caci maki pula dari orang 
musyrik terhadap Allah.  
 
6. Sikap Para Ulama’ Tentang Sadd al-Dzari’ah 
Dari uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa al-Dzari’ah ini merupakan 
dasar dalam fiqih islam yang dipegang oleh seluruh Fuqaha, tetapi mereka 
hanya berbeda dalam pembatasannya. 


































Imam Malik dan Imam Ahmad amat banyak berpegang pada al-
Dzari.’ah, sedangkan Imam Syafi’I dan Abu Hanifah kurang dari mereka 
walaupun mereka berdua terakhir tidak menolak al-Dzari’ah secara 
keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. 
Menurut Syafi’I dan Abu Hanifah, al-Dzari’ah ini masuk kedalam dasar 
yang telah mereka tetapkan yaitu qiyas dan istihsan menurut Hanafi.60 
Golongan Zhahiriyah tidak mengakui kehujjahan Sadd al-Dzari’ah 
sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Hal ini sesuai 
dengan prinsip mereka yang hanya mengunakan nash secara harfiyah saja 
dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.61 
Adapun Ibnu Hazm, ia sama sekali menolak Sadd al-Dzari’ah sebagai 
dalil shara’. Sebagaimana diketahui, ia sangat kuat berpegang kepada zhahir 
nashsh, dan menolak mengunakan ijtihad dalam bentuk qiyas dan perluasan 
hukum atas nahsh yang dinilainya bersifat zhanni. Ia berpendapat 
menetapkan kehalalan dan keharaman suatu perbuatan tidak boleh 
berdasarkan dalil zhanni, sedangkan berpegan pada Sadd al-Dzari’ah 
termasuk dalam kelompok menetapkan hukum dengan sesuatu yang 
zhanni.Dalam hal ini Ibnu Hazm berpegang teguh pada surah al-Najm ayat 
28 sebagai berikut:62 
                 
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Pendapat lain dari Ibnul Araby didalam kitabnya Ahkamul Qur’an 
mengaitkan keharaman karena al-Dzari’ah itu apabila yang diharamkan 
karena Sadd al-Dzari’ah itu, tsabit keharamannya dengan nash, bukan 
dengan qiyas, dan bukan pula dengan al-Dzari’ah. Oleh karena itu tidak 
boleh meninggalkan perwalian harta anak yatim karena takut dzalimnya 
wali.64 
 
B. Konsep Perkawinan   
1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan adalah kenyamanan hakiki bagi pria dan wanita secara 
bersamaan, dimana seorang wanita dapat menemukan seseorang lelaki yang 
bertanggung jawab yang mampu memberikan nafkah lahir dan batin 
seingga ia akan selalu merasa nyaman selamanya. Sementara si lelaki dapat 
menemukan dan merasakan istrinya adalah surga hidupnya, seakan-akan 
istrinya itu adalah bagaikan genangan air yang tiada habis ditengah-tengah 
padang pasir yang luas. 
Pernikahan secara bahasa berasal dari kata nikah ( حِْكَني- ََحَكن) yang berarti 
berkumpul atau bergabung. Dalam kata lain pernikahan kerap disebut 
dengan perkawinan. Perkawinan menurut bahasa bermula dari kata kawin, 
ialah berkumpul atau bercampur. Menurut istilah shara’ (hukum islam), 
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adalah suatu akad (ijab qabul) yang menghalalkan persetubuhan antara 
lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan 
nikah, menurut syariat yang ditentukan oleh Islam. Dalam Alquran, kata 
yang dipakai dalam istilah perkawinan adalah zawaj. Kata zawaj bermakna 
pasangan. Dalam penggunaannya kata zawaj dimaksudkan kepada 
perkawinan, seingga Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan, 
menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.
65
 
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur figh berbahasa Arab 
disebut dengan dua kata, yaitu nikah (حاكن) dan (جاوز). Kedua kata ini yang 
terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat 
dalam Alquran dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam 
Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa’ayat 3:66 
                                   
           
  
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 




Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Alquran dalam 
arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37: 
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                             
     
 
Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 
(menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak 




Dalam perspektif ulama’ terjadi perbedaan definisi tentang 
pengertian kata nikah, perbedaan tersebut antara lain:
69
 
a. Nikah menurut Hanafiah, menurut arti asli ialah hubungan seksual 
tetapi menurut arti majazi atau arti hukumnya ialah akad (perjanjian) 
yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara 
seorang pria dengan seorang perempuan 
b. Nikah menurut Safi’iyyah ialah suatu akad yang dengannya menjadi 
halal hubungan seksual antara pria dan wanita, sedangkan menurut 
arti majazi nikah itu artinya hubungan seksual. 
c. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang mengunakan lafad ihkah 




d. Menurut Wahbah al- Zuhaily nikah adalah akad yang membolehkan 
terjadinya al-istimta’(persetubuh) dengan seorang wanita, atau 
melakukan wathi’, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan 
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Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian 
perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu 
unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa 
nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki 
dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti 
perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah 
adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara 
keagamannya dari suatu perkawinan.
72
 
Dalam Undang-undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 
seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan di definisikan 
sebagai“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 
Pencatutan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-
undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah karena negara yang 
berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan 
Yang Maha Esa, maka perkawinan mempuyai hubungan yang erat sekali 
dengan agama atau kerohanian, seingga perkawinan bukan saja 
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mempuyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga 
mempuyai peranan yang penting.
73
 
Di samping definisi yang tertera dalam Undang-umdang No.1 tahun 
1974 tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan 
definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-undang 
Perkawinan, namun bersifat menambah penjelasan sebagai berikut  
perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 
kuat atau mitsa<qan ghali<zha>n untuk menaati perintah allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah”74 
Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsa<qan ghali<zha>n 
merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat 
dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad 
perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. 
Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-undang. Hal ini lebih 
menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa 





2. Syarat Dan Rukun Perkawinan 
                                                          
73
 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam..,2. 
74 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 
75
 Amir Syarifuddin, Hukum Pekawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan 
Undang-Undang  Perkawinan..,40. 


































Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau 
perbuatan hukum (misal akad dalam perkawinan), baik dari segi para 
subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan 
hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut 
berlangsung. Rukun menetukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau 
peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan 
hukum tidak terpenuhi, maka berakibat perbuatan hukum atau peristiwa 
hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya batal demi hukum. 
Demikain pula menurut ulama’ fikih, bahwa rukunberfungsi menetukan sah 
atau batalnya perbuatan hukum.
76
 
Sedangkan syarat adalah ha-hal yang melekat pada masing-masing 
unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa 
hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat tidak dengan sendirinya 
membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan 
atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal pelaksaan 
ibadah mahdah, syarat adalah merupakan faktor penentu sah atau tidaknya 
perbuatan tersebut. misalnya dalam malakukan shalat, maka syaratnya 
wajib wudhu terlebih dahulu sebegitupun dalam malaksanakan wudhu 
wajib terpenuhi rukun dan syaratnya.
77
 
Sayyid Sabiq menyimpulkan menurut para fugaha, rukun nikah terdiri 
dari al-Ijab dan al-Qabul, sedangkan yang lain termasuk kedalam syarat. 
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Sebagaimana pandangan Hanafiah yang menyatakan nikah itu terdiri dari 
syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighat, berhubungan 
dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. 
Sedangkan menurut golongan syafi’iyyah syarat perkawinan itu 




Berkenaan dengan rukun perkawinan terdapat perbedaan pandagan 
antara para ulama’. Diantaranya padangan Safi’iyyah yang 
menyebutkanrukun perkawinan meliputi sighat, wali, pihak laki-laki dan 
perempuan serta adannya dua orang saksi. Adapun pandangan Malikiyyah 
menyatakan bahwa mahar dijadikan sebagai salah satu rukun perkawinan 
dan tidak menempatkan saksi sebagai rukun perkawinan. 
Kendatipun terjadi perbedaan pendangan tentang rukun perkawinan 
tersebut, Secara kesepakatan Ulamah’(Jumhur) rukun perkawinan ada 




a. Calon suami dan syarat-syaratnya 
1) Tidak sedang ihram  
2) Atas kehendak sendiri 
3) Jelas orangnya  
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4) Calon suami mengetahui kehalalan calon istri, namanya, 
nasabnya dan keadaanya 
5) Seorang Laki-laki 
b. Calon istri dan syarat-syaratnya 
1) Tidak sedang ihram 
2) Jelas orangnya  
3) Bebas dari pernikahan orang lain dan masa iddah 
4) Seorang perempuan 
c. Wali nikah dan syarat-syaratnya 
1) Atas keinginan sendiri 
2) Baliqh  
3) Berakal (tidak gila) 
4) Merdeka  
5) Seorang laki-laki 
6) Sifat adil  
7) Beragama islam 
8) Tidak cacat akalnya (tidak pikun atau idiot) 
9) Tidak terdapat halangan perwaliannya  
d. Seorang saksi dan syarat-syaratnya 
1) Minimal dua orang saksi 
2) Beragama islam  
3) Baliqh 
4) Berakal  


































5) Merdeka  
6) Seorang laki-laki 
7) Adil  
8) Dapat mendengar 
9) Dapat melihat 
10) Dapat berbicara 
11) Tidak terdapat halangan dalam persaksiannya 
12) Memahami bahasa 
e. Ijab Qabul dan syarat-syaratnya 
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai 
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua 
kata tersebut 
4) Antara ijab dan qabul bersambung 
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji 
atau umrah 
7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang 
yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita 
dan dua oramg saksi. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada satu kewajiban 
yang tidak ada dalam Undang-undang Perkawinan yaitu mahar 
(maskawin), yang mana kedudukanya mahar tersebut merupakan 


































sebuah kewajiban dan juga sebagai syarat sahnya perkawinan. 
Bila mahar tersebut tidak ada maka pernikahannya menjadi tidak 




                               
 
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 
senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
81
 (QS, an-Nisa’ ayat 4) 
 
Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak mencantumkan 
tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya 
membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat 
perkawinan tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau 
rukun perkawinan yang tercantum pada pasal 6 dan 7 Undang-undang 
No.1 tahun 1974. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri 
secara jelas menyantumkan rukun perkawinan sebagaimana yang 
terdapat dalam pasal 14 yang keseluruhan rukunya mengikuti madhab 
syafi’idengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. 
Menutut Sajuti Thalib terjadinya sebuah pernikahan itu ialah 
sesudah dipenuhi semua, baik rukun dan syarat perkawinan, seperti 
adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita, 
persetujuan yang bebas diantara keduanya, telah matang jiwa maupun 
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raganya, disaksikan oleh dua orang saksi, dibayar mahar (maskawin), 
ada izin dari orang tua wali, klimaksnya dengan adanya aqdul nikah 
diiringi dengan ijab (penawaran) dari pihak calon pengantin wanita serta 
qabul (penerimaan) dari pengantin laki-laki.
82
 
Keberadaan syarat dan rukun  menentukan suatu perbuatan 
hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan 
tersebut dari segi hukum. Rukun adalah pokok dari suatu perbuatan, 
perbuatan tersebut dianggap tidak sah apabila rukunya tidak terpenuhi
83
. 
Sedangkan syarat adalah sutu peristiwa yang keberadaanya peristiwa 
tersebut menentukan sahnya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi petistiwa 
tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, melainkan harus 




3. Batas Usia Perkawinan Dalam Perundang-undangan diIndonesia 
Penentuan batas umur untuk melaksanakan perkawinan sangatlah 
penting, sebab perkawinan sebagain suatu perjanjian perikatan antara 
seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri, haruslah 
dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi 
biologic maupun psikologik. Hal ini adalah penting sekali untuk 
mewujutkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya 
perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak, sebab 
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perkawinan yang dilaksanakan pada anak dibawah umur banyak 




Penentuan umur bagi calon mempelai adalah bersifat Ijtihadiyah, 
yang kebenaranyan relative. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan pasal (7) ayat 1 menegaskan bahwa: perkawinan hanya 
diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembulan belas) tahun dan 
pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun).
86
 
Penentuan batas umur tersebut disesuaikan dengan hasil ijtihad 
ulama’ Indonesia dengan mengunakan metode istislah,  istihsan dan 
medote istidlal yang lain dengan tujuan jalb al-masalih wa dar’al al-
mafasid  (memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan). Karena itu 




Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menganut 
prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk 
dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan 
perkawinan secara baik tampa berakhir perceraian dan mendapatkan 
keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah adanya 
perkawinan diantara calon suami dan istri yang masih dibawah umur. Di 
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DESKRIPSI DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA 
LAMONGAN KETETAPAN NO. PERKARA 0055/Pdt.P/PA/Lmg. 
 
A. Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Agama Lamongan  
1. Sejarah Dan Keadaan Geografis Pengadilan Agama Lamongan  
Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Tingkat 
Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama 
Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima 
Sudirman No.738 B Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 474 
Kelurahan/Desa dari 27 kecamatan, dengan luas wilayah 1.812,8 Km² 
dan jumlah penduduk 1.186.458 jiwa. 
Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan adalah 
Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610. Sejak 
berdirinya Pengadilan Agama Lamongan belum memiliki kantor yang 
permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana 
proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Lamongan 
terletak di Jl. Veteran Lamongan seluas 150 m
2
 dan pada tahun 




Pada tahun 1996/1997 mendapatkan ijin sewa tanah dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 525m2. Di atas tanah 
tersebuttelahdibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan 
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ukuran 8 x 5 m = 40 m
2
  dan ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m
2
 dana 
tersebutdiperoleh dari APBN tahun anggaran 1997/1998, dan sejak 
tanggal 1 Maret 1998 sudah difungsikan. 
Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat Dana 
dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2500 
m2  yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B  Kecamatan 
Deket Kabupaten Lamongan dengan Sertifikat Hak Pakai No. 11 dan 
12. Kemudian tahun 2007 mendapat bangunan Gedung Pengadilan 
Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2007 dengan 
bangunan berlantai dua. Dan kemudian tahun 2008 mendapat dari 
DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana 
lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan yaitu berupa, 
pemagaran keliling dan pemasangan paving.
90 
Gedung Pengadilan Agama Lamongan yang terletak di Jl. 
Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan 
diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.  
Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung 
Pengadilan Agama Kelas 1A. 
Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Lamongan ke 
gedung yang baru, tanah seluas 525 m
2
 milik Pemerintah Kabupaten 
Lamongan ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan 
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Pengadilan Agama Lamongan telah mengusulkan bangunan yang 
berdiri diatas tanah tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten 
Lamongan. 
Wilayah Pengadilan Agama Lamongan Kelas I A yang berkedudukan 
di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Lamongan meliputi : 27 Kecamatan 
terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan. Secara Astronomis Kabupaten 
Lamongan terletak pada Bujur 112
o
 4’ 41”s.d. 112o 33’ 12” Bujur Timur 
dan Lintang 6
o
 51’ 54” s.d. 7o 23’ 6” Lintang Selatan. Secara Geografis 
Kabupaten berbatasan sebagai berikut:
91 
a. Sebelah Utara dengan Laut Jawa 
b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik  
c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto 
d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. 
 
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan 
Sedangkan yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan 
Agama Lamongan adalah sebagai berikut:
92
 
1) Kecamatan Brondong, terdiri dari 10 Desa 
2) Kecamatan Paciran, terdiri dari 17 Desa 
3) Kecamatan Solokuro, terdiri dari 10 Desa 
4) Kecamatan Laren. Terdiri dari 20 Desa 
                                                          
91
 Ibid..,4-5. 
92 Ibid.., 6-7 


































5) Kecamatan Sukorame, terdiri dari 9 Desa 
6) Kecamatan Bluluk, terdiri dari 9 Desa 
7) Kecamatan Sambeng, terdiri dari 22 Desa 
8) Kecamatan Modo, terdiri dari 17 desa 
9) Kecamatan Glagah, terdiri dari 28 Desa 
10) Kecamatan Krangbinangung, terdiri dari 21 Desa 
11) Kecamatan Kalitengah, terdiri dari 20 Desa 
12) Kecamatan Ngimbang, terdiri dari 19 Desa 
13) Kecamatan Babat, terdiri dari 23 Desa 
14) Kecamatan Maduran, terdiri dari 17 Desa 
15) Kecamatan Karanggeneng, terdiri dari 18 Desa 
16) Kecamatan Turi, terdiri dari 19 Desa 
17) Kecamatan Sekarang, terdiri dari 21 Desa 
18) Kecamatan Kedungpring, terdiri dari 23 Desa 
19) Kecamatan Mantup, terdiri dari 15 Desa 
20) Kecamatan Kembangbahu, terdiri dari 18 Desa 
21) Kecamatan Pucuk, terdiri dari 17 Desa 
22) Kecamatan Sukodadi, terdiri dari 20 Desa 
23) Kecamatan sugio, terdiri dari 21 Desa 
24) Kecamatan Tikung, terdiri dari 13 Desa 
25) Kecamatan Sarirejo, terdiri dari 10 Desa 
26) Kecamatan Lamongan, terdiri dari 20 Desa 
27) Kecamatan Deket, terdiri dari 17 Desa  


































Dari pengamatan peneliti wilayah yuridiksi Pengadilan Agama 
Lamongan terdiri dari 27 kecamatan dan 474 Desa sekabupaten Lamongan 
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan.93 
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4. Wewenang Pengadilan Agama Lamongan 
Pengadilan Agama Lamongan adalah satu dari instansi pemerintahan 
dibidang yukidikatif  yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Surabaya 
serta dibawah naungan dari  Mahkamah Agung yang dibidang teknik 
fungsionalnya menangani perkara-perkara perdata seperti halnya 
Pengadilan Agama yang lain. Dalam kaitanya dengan kekuasaan Pegadilan 
Agama, Pengadilan Agama mempuyai dua wewenang atau kekuasaan yang 
disebut kekuasaan relatif dan kekuasaan absolute. 
a. Kompetensi Relatif. (wilayah Hukum) 
Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan atau wewenang 
pengadilan yang satu jenis dan satu tingakatan, dalam perbedaannya 
dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan 




Adapun wilayah kompetensi (wilayah hukum) relatifnya 
Pengadilan Agama Lamongan ialah terdiri dari 27 kecamatan yang 
meliputi 474 Desa sewilayah Kabupaten Lamongan   
b. Kempetensi Absolute. 
Kekuasaan absolute adalah kekuasaan pengadilan yang 
berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, dalam 
perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan 
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pengadilan lainya. Misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara 
Perkawinan bagi mereka yang beragama islam, sedangkan bagi yang 




Pengadilan Agama dalam tugasnya dan kewenaganya adalah 
memerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara-pekara 
perdata pada tingkat pertama. Dalam pengajuan perkara-perkara perdata 
tidak boleh langsung ke Pengadilan Tinggi dan langsung pula 
mengajukan ke Mahkamah Agung tampa melalui pengadilan pada 
tingkat pertama.   
Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 
Lamongan berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 
2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang 
Pengadilan Agama sebagai berikut:
96
 
1) Bidang Perkawinan, yang meliputi 
a) Izin beristri lebih dari seorang 
b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 
21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis 
lurus ada perbedaan pendapat 
c) Dispensasi nikah  
d) Pencegahan perkawinan 
e) Penolakan perkawinan oleh Pejabat Pencatat Nikah 
                                                          
95 Ibid,,. 27 
96
 Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 


































f) Pembatan perkawinan 
g) Gugatan kelalaian atas kawajiban suami dan istri 
h) Perceraian karena talak  
i) Gugatan perceraian  
j) Penyelesaian harta bersama 
k) Penguasaan anak-anak 
l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 
bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak 
mematuhinya 
m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 
kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas 
istri 
n) Putusan tentang sahnya tidaknya seorang anak 
o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua  
p) Pencabutan kekuasaan wali 
q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 
kekuasaan wali dicabut 
r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum 
cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya 
s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak 
yang ada dibawah kekuasaanya 
t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan 
seorang anak berdasarkan hukum islam 


































u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 
melakukan perkawinan campuran 
v) Peryataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 
Undang-undang Nomor 1 atahu 1974 tentang perkawinan dan 
dijalankan menurut peraturan yang lain.  
2) Bidang WARIS, WASIAT, HIBAH, WAKAF, ZAKAT, INFAQ 
SHADAQAH 
3) Bidang Ekonomi Syariah  
a) Bank syaraih 
b) Lembaga keuangan mikro syariah  
c) Asuransi syariah 
d) Reasuransi syariah 
e) Reksadana syariah 
f) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah 
g) Sekuritas syariah 
h) Pembiayaah syariah 
i) Pedagaian syariah 
j) Dana pensiun lembaga keuangan syariah  






































B. Proses Ketetapan No. 0055/Pdt.p/2012/PA.lmg. Tentang Dispensasi Nikah di 
Pengadilan Agama Lamongan   
 
1. Proses Ketetapan No. 0055/Pdt.p/2012/PA.lmg. Tentang Dispensasi Nikah 
Perkara permohonan dispensasi nikah dalam kasus ini merupakan 
suatu permohonan yang diajukan oleh seorang ayah (Disebut Pemohon) 
terhadap anaknya yang laki-laki yang masih berada dibawah umur.  
Pemohon dengan surat permohonanya tanggal 21 Mei 2012 telah 
terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Lamongan dengan No. Perkara 
0055/Pdt.p/2012/PA.Lmg. bertujuan untuk mengajukan permohonan 
dispensasi nikah atas anaknya yang masih berumur 18 tahun, beragama 
Islam, pekerjaan sebagai buruh tani, beralamat di --, Kecamatan 
Kalitengan, Kab. Lamongan, untuk menikah dengan seorang perempuan 
yang berumur 20 tahun, beragama Islam, berkerja sebagai karyawan pabrik 
sampurna, bertempat tinggal di --, Kecamatan Turi, Kab. Lamongan. 
Adapun alasan/dalil-dalil permohonan pemohon sebagai berikut: 
a. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama 2 
bulan. sejak itu, hubungan keduanya semakin akrab dan bahkan 
mesra, seingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang 
melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undagan yang 
berlaku, apabila keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan. 
b. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada 
larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersususan 
maupun semenda. 


































c. Bahwa anak Pemohon tersebut meskipun belum berumur 19 tahun 
namun secara fisik dan menta sudah siap untuk menjadi suami dan 
pekerjaanya sebagai buruh tani telah mempuyai penghasilan 
sebesar Rp 1,500,000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. 
Begitu pula calon istrinya secara fisik telah siap untuk menjadi 
seorang ibu rumah tangga. 
d. Bahwa para orang tua atau keluarga dekat pasangan telah merestui 
dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan dan tidak ada 
pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan 
mereka. 
e. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana 
pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya pada Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Turi, namun ditolak atas alasan anak Pemohon 
belum mencapai usia 19 tahun. 
f. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang 
timbul akibat perkara ini. 
 
2. Pembuktian di Persidangan 
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh 
Majelis Hakim.  Pomohon hadir di persidangan. Oleh majelis Hakim telah 
dinasehati agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena 
usianya masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi tidak berhasil. Lalu 


































dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isisnya tetap dipertahankan 
oleh Pemohon. 
Menimbang, bahwa atas pertayaan Hakim, Pemohon memberikan 
penjelsan yang intinya sebagai berikut: 
a. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah menikah sirri 
pada tanggal 10 Juni 2012 
b. Bahwa calon istri anak Pemohon dalam status gadis dan tidak dalam 
keadaan dipinang oleh laki-laki lain.  
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonanya, 
pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: 
1) Foto copy surat menolakan yang terbitkan oleh Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan No. Kk. 
13.24.03/Pw.01/14/2012 tangal 15 Mei 2012 bermaterai cukup 
(P.1). 
2) Foto copy ijazah sekolah dasar atas nama PUTRA PEMOHON, 
tanggal 30 Juni 2005 bermaterai cukup (P.2). 
3) Foto copy Kartu Kelurga No. 120817/01/00400, tanggal 04 Mei 
2001 bermaterai cukup (P.3). 
Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang 
saksi untuk memperkuat dalil permohonanya, masing-masing 
sebagai berikut: 


































Keterangan antara SAKSI I dan SAKSI II dalam keteranganya 
sama, hanya sedikit ada perbedaan, adapun keteranganya sebagai 
berikut: 
a) Bahwa yang menjadi SAKSI I adalah sauadara kandung 
Pemohon sedangkan SAKSI II adalah bapak calon istri anak 
pemohon 
b) Bahwa SAKSI I dan SAKSI II mengetahui Pemohon akan 
menikahkan anak Pemohon  
c) Bahwa SAKSI I dan SAKSI II mengetahui rencana perkawinan 
tersebut di tolak oleh KUA Kec. Turi. Kab. Lamongan. 
Dikerenakan anak Putra Pemohon masih berumur 18 tahun 8 
bulan  
d) Bahwa SAKSI I dan SAKSI II mengetahui hubungan anak 
Pemohon dan calon istrinya cukup erat dan mereka telah 
berpacaran selama 2 bulan serta telah menikah siri 
e) Bahwa SAKSI I dan SAKSI II mengetahui anak Pemohon telah 
bekerja sebagai buruh tani. Jika hasilnya tidak cukup dalam 
memehuni kebutuhan rumah tangganya, calon istrinya dan orang 
tuanya bersedia membantunya 
f) Bahwa SAKSI I dan SAKSI II mengetahui antara anak Pemohon 
dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, seinggan 
menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya 
 


































3. Ketetapan Hakim No 0055/Pdt.p/2012/PA.Lmg 
 Dalam permohonan dispensasi nikah ini hakim setelah melakukan proses 
dalam beracara dalam persidangan tersebut. maka hakim menetapkan 
permohonan sebagai berikut: 
1) Mengabulkan permohonan pemohon 
2) Membrikan dispensasi kepada anak pemohon PUTRA PEMOHON 
untuk menikah dengan CALON ISTRI PUTRA PEMOHON 
3) Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini 
dihitung sebesar Rp. 216.000, (dua ratus enam belas ribu rupiah) 
 Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin, tanggal 02 
Juli 2012 miladiyah bertepatan pada tanggal 12 sya’ban 1433 
hijriyah, oleh hakim Drs. H. SARMIN, M.H. sebagai hakim ketua, 
Drs. ABD MALIK dan Dra. Hj. AZIZAH ULFA, M.H., masing-
masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari 
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri hakim-
hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. SITI ZARNAB M, S.Ag 










































PROSES KETETAPAN HUKUM NO. 0055/Pdt.P/2012/ PA. Lmg. 
TENTANG DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF SAAD AL-DZARI’AH 
 
A. Analisis Proses Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama 
Lamongan Dengan Perkara No 0055/Pdt.p/2012/PA.Lmg 
 
Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 
bagi seorang yang mencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara-
perkara yang  berkaitan dengan perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 
infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana ketentuan yang diatur  
dalam Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
undang No 7 tahun 1989. Hal yang demikan menjadi kompetensi absolut bagi 
peradilan agama. peradilan agama dalam melaksanakan kompetensi absolutnya 
mempuyai tugas untuk menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus 
perkara-perkara tertentu terhadap seorang yang beragama islam.97 
Cara mengajukan perkara yang berkaitan dengan kompetensi absolut 
Peradilan Agama, ada proses yang perlu di perhatikan oleh seorang yang 
berpekara di Peradilan Agama. proses itu meliputi pendaftaran perkara, 
membuat surat permohonan atau gugatan yang berisikan pokok perkaranya 
(posita) dan permintaan yang dinginkan (petitum) dan meminta sebuah 
ketetapan atau keputusan yang seadil-adinya kepada hakim (ex aeguo et bono).  
 
                                                          
97
 Pasal 49 ayat 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 


































Berkenaan dengan itu untuk mengajukan  permohonan dispensasi nikah 
di Pengadilan Agama Lamongan ada syarat-syarat untuk dapat diterimanya 
sebuah permohonan dispensasi nikah. Adapun persyaratanya sebagai berikut:98 
1. Menyerahkan surat permohonan dari para pemohon (orang tua) 5 lembar 
2. Menyerahkan foto copy KTP pemohon 
3. Menyerahkan foto copy kutipan akta nikah atau duplikasi kutipan akta 
nikah pemohon 
4. Menyerahkan foto copy akta kelahiran anak (yang dimohonkan dispensasi 
nikah) atau ijazah terakhir 
5. Menyerahkan foto copy kartu keluarga 
6. Menyerahkan surat keterangan penolakan dari KUA setempat 
7. Persyaratan no 2, 3, ,4 ,5 dan 6 di nazegelen atau dimateraikan dan cap 
Kantor Pos 
8. Membayar panjar biaya.  
Dalam hal demikian, persyaratan yang diajukan oleh pemohon hanya 
berupa:99 
a. Foto copy surat menolakan yang terbitkan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan No. Kk. 
13.24.03/Pw.01/14/2012 tangal 15 Mei 2012 bermaterai cukup. 
b. Foto copy ijazah sekolah dasar atas nama PUTRA PEMOHON, tanggal 
30 Juni 2005 bermaterai cukup. 
                                                          
98 Diambil dari hasil penelitian penulis di pengadilan agama lamongan pada tanggal 5, juni 2018 
99 Diambil dari ketetapan perkara No. 0055/Pdt.p/2012/PA.Lmg. tentang dispensasi nikah 
 


































c. Foto copy Kartu Kelurga No. 120817/01/00400, tanggal 04 Mei 2001 
bermaterai cukup. 
Maka dengan itu persyaratan yang diajukan pemohon tidak memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Lamongan tentang 
permohonan dispensasi nikah. Dengan demikian, seharusnya Pengadilan 
Agama Lamongan tidak menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan 
oleh pemohon. Karena persyaratan pemohon secara administrasi kurang 
lengkap.  
Proses berikutnya dalam ketetapan permohonan dispensasi nikah, 
pemohon menghadirkan seorang saksi sebagai alat bukti dalam persidangan 
untukmemperkuat dalil permohonanya, terkait saksi yang diajukan oleh 
pemohon untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ialah 
saudara kandung pemohon sendiri (paman dari anak pemohon) sebagai saksi 
satu, sedangkan untuk saksi yang kedua ialah orang tua dari calon istri anak 
pemohon (orang tua istri anakya pemohon). 
Dengan itu, melihat seorang saksi yang diajukan dalam persidangan oleh 
pemohon teryata mempuyai hubungan darah dengan pemohon, yang mana 
saksi yang mempuyai hubungan darah dengan pemohon seharusnya tidak 
diajukan dalam persidangan permohonan dispensasi nikah melainkan 
dihadirkan pada perkara perceraian dengan alasan syiqaq.Hal demikian sesusai 
dengan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama yang menyatakan apabila gugatan perceraian didasarkan atas 
alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar 


































keteranang saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang yang dekat 
dengan sumai istri.  
Sedangkan dijelaskan mengenai kualifikasi saksi-saksi yang dapat di 
ajukan dalam persidangan terdapat dalam pasal 145 HIR sebagai berikut:100 
Yang tidak dapat didengar sebagai sebagai saksi 
1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang 
lurus dari salah satu pihak  
2) Suami atau istri salah satu pihak, meskipun telah bercerai 
3) Anak-anak yang berumur 15 tahun kebawah 
4) Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatanya pulih 
Selain itu, pada pasal 146 HIR juga mengatur mengenai orang-orang 
yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai sakasi, yaitu:101 
a) Saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan 
perempuan dari salah satu pihak. 
b) Keluarga sedarah menurut keturuan yang lurus dan saudara 
laki-laki dan perempuan dari laki atau istri salah satu pihak. 
c) Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatan 
yang sah, diwajib kan menyimpan rahasia tetapi semata-mata 
hanya mengenal hal demikian yang dipercayakan padanya. 
Dengan merujuk terhadap pasal 145  dan 146 HIR mengenai saksi yang 
dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan termasuk kategori saksi yang 
tidak dapat di dengar keteranganya dan saksi tersebut dapat mengundurkan diri 
                                                          
100
 Pasal 145 HIR 
101
 Pasal 146 HIR 


































sebagai saksi. Dengan demikian, keteranga saksi yang diajukan dalam 
persidangan tidak bernilai sebagai keterangan saksi. 
Sehingga secara otomatis hitungan saksi yang diajukan oleh pemohon 
hanya satu saksi saja, sedangkan saksi-saksi yang seharusnya  diajukan 
dihadapan sidang minimal harus dua orang saksi untuk dimintai keteranganya. 
Hal yang demikian itu, seperti yang terdapat dalam asas hukum acara perdata 
mengatakan bahwa satu saksi sama dengan bukan kesaksian (unus testis nullus 
testuis). 
Selanjutnya di dalam proses persidangan sebagaimana keterangan yang 
di sampaikan oleh pemohon kepada majelis hakim termuat fakta bahwa anak 
pemohon dan calon istri anak termohon sudah melakukan pernikahan sirri, 
keterangan tersebut sama dengan pengakuan dari anak pemohon dan calon istri 
anak pemohon. Pernikahan sirri itu telah terjadi padal tanggal 10 Juni tahun 
2012. 
Melihat dari persoalan diatas menunjukan bahwa anak pemohon dan 
calon istri pemohon sudah terjadi sebuah ikatan pernikahan yang sah dalam 
hukum islam dan undang-undang perkawinan. Disebabkan pernikahan yang 
dilakukan oleh anak pemohon dan calon istrinya sudah memenuhi syarat dan 
rukum pernikahan.  
Dengan demikian proses yang seharusnya di lakukan oleh pemohon 
untuk melegalkan pernikahan anaknya ranahnya bukan permohonan dispensasi 
nikah melainkan permohonan isbad nikah. Sebab anak dari pemohon dan calon 
istrinya sudah melakukan pernikahan yang sah menurut agamanya, keabsahan 


































pernikahan yang dilakukan oleh anak pemohon dan calon istrinya pemohon 
sesuai dengan pasal 4 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyakatan 
bahwa “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam 
sesusai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan. Undang-undang No. Tahun 1 tahun 1974 menyebutkandalam 
pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya”.  Dengan demikian, 
maka yang menjadi dasar keabsaan suatu pernikahan, patokanya ketentuan 
agama dan kepercayaan.   
Menurut hemat penulis, ketika sebuah pernikahan itu dilakukan dengan 
memehuni syarat dan rukun pernikahan dalam agamanya. Maka pernikahan 
tersebuh sah baik secara agama dan hukum yang ada. Sebab keabsahan sebuah 
pernikahan dilakukan menurut agamanya dan kepercayaanya masing-masing. 
Dan ketika pernikahan tersebut sah secara agama dan hukum. Maka proses 
untuk memperoleh legalitas hukum  dalam pernihakan tersebut prosesnya 
dengan mengajukan permohonan isbat nikah bukan permohon dispensasi nikah 
meskipun yang melakukan permohonan tersebut masih dibawah umur. Hal 
demikian sesusai dengan bunyi pasal 7 angka 3 huruf (e) yang menyebutkan 
sebagai berikut “Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 
mengenai hal-hal berkenaan dengan: (e) perkawinan yang dilakukan oleh 
mereka yang tidak mempuyai halangan perkawinan menurut undang-undang 
no 1 tahun 1974”.   


































Dengan melihat proses penetapan permohoan dispensasi nikah yang 
dibuat acuan oleh hakim menerima permohonanya pemohon.  Penulis tidak 
sependapat dengan penetapan tersebut, disebabkan menurut hemat penulis 
saksi yang seharusnya diajukan dalam persidangan bukan dari keluarga 
pemohon atau yang mempuyai hubungan darah dengan pemohon. Ketidak 
sepakatan penulis dengan penetapan dispensasi nikah tersebut selain alasan 
diatas, juga dalam proses penetapan terdapat pernikahan yang dilakukan oleh 
anak pemohon dan calon istrinya pemohon, pernikahan tersebut dilaksanakan 
ketika proses persidangan belum berlangsung, disamping itu tidak 
terpenuhinya semua persyaratan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan 
Agama Lamongan yang diajukan oleh pemohon yang secara administrasi 
persyaratanya belum lengkap untuk dapat diterimanya permohonan permohon. 
 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penetapan Dispensasi Nikah Di 
Pengadilan Agama Lamongan Dengan Perkara No. 
0055/Pdt.p/2012/PA.Lmg 
 
Hukum islam merupakan aturan Allah dan Rasul-Nya yang berupa 
perintah dan larangan yang ditujukan kepada manusia, aturan tersebut 
bersumber dari al-Qur’an, Hadist dan Ijtihad ulamah. Salah satu bentuk dari 
Ijtihad ulamah adalah Sadd al- Dzari’ah  ialah menutup jalan atau mencegah 
hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. 
Dalam pengertian lain Sadd al- Dzari’ah ialah melaksanakan sesuatu 
pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu 


































kerusakan (kemafsadatan). Imam Asy-Syatibi membagi perbuatan yang 
dilarang menjadi tiga bagian:102 
1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan  
2. Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan 
3. Perbuatan yang dibolehkan oleh shara’ mengandung lebih banyak unsur 
kemafsadatannya. 
Dalam menerima permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama 
Lamongan seharusnya memperhatikan persyaratan permohonan dispensasi 
nikah yang telah dibuatnya, untuk menentukan dapat diterima atau ditolaknya 
sebuah permohonan dispensasi nikah, seingga secara administrasi persyaratan 
tersebut sesusai dengan prosedur yang sudah ditentukan.   
Selain persyaratan di atas, yang perlu diperhatikan tentang alat bukti 
merupakan hal yang sanggat urgen dalam memutus atau menetapkan sebuah 
perkara, sebab alat buktilah yang bisa menyakinkan hakim dalam mengabulkan 
atau  menolak dalam memutus sebuah perkara. Adapun macam-macam alat 
bukti yang terdapat dalam hukum materiilnya ada lima macam, dan macam-




d. Pengakuan dan  
e. Sumpah.  
                                                          
102 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999),132 


































Terkait saksi sebagai salah satu dari alat bukti yang bisa didengar 
keteranganya sebagai saksi dalam perkara pemohonan dispensasi nikah 
bukanlah dari keluarga atau saudara dari pihak yang berperkara, pihak yang 
berperkara boleh mendatangkan kaluarga atau saudaranya sebagai seorang 
saksi pada perkara perceraian dengan alasan syiqaq, bukan terhadap perkara 
permohonan dispensasi nikah. Demikian itu, sesusai dengan pasal 145 HIR  
menyebutkan bahwa yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah keluarga 
sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu 
pihak.  
Dalam hal ini, sebuah permohonan dispensasi nikah merupakan hal yang 
mengandung sebuah kemaslahatan bagi seorang yang tidak bisa melaksnakan 
sebuah pernikahan disebabkan belum tercapaianya ketentuan umur yang telah 
ditentukan dalam Undang-undang perkawinan, dan dalam menerima 
permohonan dispensasi nikah harus dilakukan sesusai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku, sebagaimana harus terpenuhinya semua persyaratan 
permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lamongan. Selain itu juga 
tentang keterangan saksi yang diajukan di persidangan harus memehui syarat 
kualifikasi sebagai saksi, seingga dalam menerima permohonan dispensasi 
tidak ada yang bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan. 
Dengan demikian, menerima permohonan dispensasi nikah yang 
dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan merupakan perbuatan 
yang tidak boleh dilakukan, meskipun menerima permohoan dispensasi nikah 
akan mengadung pada kemaslahatan bagi pemohon dan anak pemohon. Hal ini 


































sesusai dengan pengertianSaad al- Dzari’ah ialah melaksanakan seuatu 
pekerjaan yang semula mengandung kesmalahatan menuju pada suatu 
kerusakan, maka hukumya tidak boleh dilakukan, disebabkan dalam proses 
penetapanya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam segi 
persyaratan sebagai administrasi menerima permohonan dispensasi nikah dan 
saksi yang seharusnya tidak dapat didengar keterangan sebagai saksi  
Untuk menentukan ukuran sesutau itu dilarang atau tidak, al-Dzari’ah 
bisa menjadi jalan terhadap suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara 
umum bisa diliat dari dua hal, yaitu:   
1) Motif seseorang dalam melakukan sesuatu, apakah perbuatan itu 
akan berdampak kepada sesuatu yanh dihalalkan atau diharamkan 
2) Dari segi dampak (akibat) terjadinya perbuatan, tampa melihat motif 
dan niat pelaku. Jika dampak dan akibat yang sering terjadi dari 
suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau masfsadat, maka 
perbuatan itu harus dicega. 
Macam-macam al-Dzari’ah berdasarkan dua segi, segi kualitas 
kemafsadatanya dan segi jenis kemafsadatan 
a) al-Dzari’ah Dari Segi Kualitas Kemafsadatan 
Menurut Imam Asy-Syatibi dan Wahbah al-Zuhaili dari segi ini al-
Dzari’ah terbagi dalam empat macam: 
(1)  Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang 
pasti. 


































(2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung 
kemafsadatan,  
(3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa 
kemafsadatan.  
(4)  Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung 
kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan,  
b) al-Dzari’ah Dari Segi Kemafsadatan Yang Ditimbulka  
 Menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah, pembagian dari segi tersebut antara 
lain sebagai berikut: 
(a)  Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan  
(b) Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan 
tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, 
baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja 
Proses penetapan selanjuknya yakni terjadinya pernikahan siri yang 
dilakukan oleh anak pemohon dan calon istrinya, pernikahan siri yang 
dilakukan tersebut terjadi dalam proses persidangan belum digelar. 
Pada dasarnya permohonan dispensasi nikah diajukan karena seorang 
yang hendak melakukan pernikahan belum cukup umurnya, untuk seorang 
yang berkehendak melakukan pernikahan minimal sudah mencapai umur19 
tahunbagi laki-laki sedangkan bagi perempuan 16 tahun. Akan tetapi jika 
seorang yang masih berumur dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi 
perempaun sudah melangsungkan pernikahan secara siri, maka hemat penulis 
untuk mendapatkan legalitas hukum permohonan yang diajukan di Pengadilan 


































Agama berupa permohonan isbat nikah sebagamana syarat pengajuan isbat 
nikah dalam pasal 7 ayat (3) poin (e) menyebutkan bahwa “Isbat nikah yang 
diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan: 
(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempuyai halangan 
perkawinan menurut undang-undang no 1 tahun 1974”. 
Dengan demikian permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh 
pemohon merupakan suatu perbuatan yang mengandung sebuah kemaslahatan. 
Akan tetapi terjadinya pernikahan siri yang dilakukan oleh anak pemohon dan 
calon istrinya merupakan perbuatan yang mengandung kemudharatan, 
kemudharatan disini ialah pernikahan siri yang dijadikan jalan untuk 
mengabulkan permohonanya  pemohon. Dengan itu sesusai dengan pembagian 
al- Dzari’ah menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah ialah Suatu perbuatan yang 
pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan jalan untuk 
melakukan suatu perbuatan yang haram, baik yang disengaja maupun yang 














































 Pada sub bab ini penulis akan memberikan jawaban dari rumusan 
masalah yang tertera dalam bab I, hal demikian tentu saja berdasarkan 
penjelasan penulis yang ada dalam bab II sampai dengan bab IV, berikut 
kesimpulan penulis atas penelitian yang dilakukan. 
1. Proses penetapan permohonan dispensasi nikah dengan perkara 
perkara No. 0055/Pdt.p/2012/PA.lmg, secara administrasi 
permohonan dispensasi nikah yang telah diajukan oleh pemohon di 
Pengadilan Agama Lamongan tidak sesusai dengan persyaratan yang 
telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Lamongan sebagai 
persyaratan permohonan dispensasi nikah. Selain itu saksi yang 
diajukan oleh pemohon dalam persidangan belum memenuhi 
kualifikasi saksi yang dapat didengar keteranganya.   
2. Analisis hukum islam terhadap proses penetapan dispensasi nikah 
perkara No.0055/Pdt.p/2012/PA.lmg, tentang penerimaan 
permohonan dispensasi nikah mengangdung sebuah kemaslahatan 
bagi pemohon dan anak pemohon yang dalam proses penetapan 
permohonan dispensasi nikah yang secara administrasi tidak sesuai 
dengan persyaratan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan 
Agama Lamongan dan saksi yang belum memenuhi syarat 
kualifikasi sebagai saksi, secara hukum Islam dalam pandangan 


































Saad al- Dzari’ah yang menjelaskan bahwa melaksanakan sesuatu 
pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan pada suatu 
kerusakan, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, dalam hal ini 
menerima permohonan dispensasi nikah dari pemohon. 
3. Saran 
a. Untuk setiap Pengadilan Agama jangan terlalu mudah dalam 
memberikan dispensasi nikah terhadap calon mempelai yang 
masih dibawah umur, harus memperhatikan setiap persoalan yang 
ada dan kemaslahatan seingga keputusanya tersebut dapat 
memberikan azaz kepastian hukum, kemamfatan serta keadilan.  
b. Bagi orang tua sebaiknya selalu memperhatikan setiap lingkah 
laku anaknya, baik dalam hal pergaulan, pendidikan agar suatu 
hari nanti bisa terhindar dari hal-hal tidak pernah diingkan, dan 
senang tiasa memberikan pemahaman serta pengertian secara 
bertahap terhadap anaknya yang masih belum cukup umur tentang 
implikasi pernikahan  
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